KEJAGUNG TETAPKAN 7 TERSANGKA BARU KASUS 109 TON EMAS
BERLABEL ILEGAL ANTAM

Sumber gambar: https://news.detik.com/berita/d-7445992/kejagung-tetapkan-7-tersangka-baru-kasus-

109-ton-emas-berlabel-ilegal-antam

Isi Berita:

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 7 tersangka baru kasus dugaan
korupsi terkait tata kelola emas seberat 109 ton di PT Antam tahun 2010-2021. Para
tersangka merupakan pelanggan jasa manufaktur unit bisnis pengolahan dan pemurnian
logam mulia PT Antam. "Penyidik telah melakukan ekspose secara internal, menetapkan
7 orang tersebut sebagai tersangka. Penyidik berketetapan untuk melakukan upaya paksa
berupa penahanan,"” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dalam jumpa pers, Kamis
(18/7/2024).

Harli mengatakan 2 tersangka ditahan di rutan, sementara 5 lainnya ditetapkan
sebagai tahanan kota. Dia menyebut 5 tersangka itu menjadi tahanan kota karena alasan
kesehatan. "Dari 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 2 orang ditahan di rumah
tahanan negara, sedangkan 5 orang lainnya di tahan dengan status tahanan kota, dengan
alasan setelah dokter lakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 5 orang tersangka ini maka
dengan mempertimbangkan segala sesuatu karena alasan sakit penyidik berketetapan
melakukan penahanan kota," ujar Harli.

Harli menyebut para tersangka ini merupakan pelanggan jasa manufaktur unit
bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia PT Antam. Harli membeberkan 7
tersangka itu, yakni LE, SL, SJ, JT, GAR, DT selaku Direktur PT JTU, dan HKT. "Bahwa
sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kapasitas sebagai
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pelanggan jasa manufaktur unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia PT Antam
persero," ujarnya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan enam orang sebagai tersangka yang
merupakan mantan General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam
Mulia (UB PPLM) PT Antam dari berbagai periode. Mereka adalah:

- TK menjabat periode 2010-2011

- HN menjabat periode 2011-2013

- DM menjabat periode 2013-2017

- AH menjabat periode 2017-2019

- MAA menjabat periode 2019-2021
- ID menjabat periode 2021-2022

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan kasus ini
terjadi sejak 2010 hingga 2021. Dia mengatakan para tersangka itu melakukan aktivitas
ilegal terhadap jasa manufaktur yang seharusnya berupa kegiatan peleburan, pemurnian,
dan pencetakan logam mulia dengan logo Antam.

Para tersangka diduga mencetak logam mulia milik swasta dengan merek Logam
Mulia (LM) Antam. Dia menyebutkan hal itu membuat Antam, yang merupakan BUMN,
mengalami kerugian. "Tersangka ini mengetahui bahwa pelekatan merek LM Antam ini
tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didahului dengan kontrak
kerja dan ada perhitungan biaya yang harus dibayar,” ujar Kuntadi.

Dia menyebut emas 109 ton itu dicetak dalam berbagai ukuran. Emas ilegal itu
diedarkan oleh para tersangka di pasar bersamaan dengan logam mulia produk PT Antam
yang resmi. "Para tersangka ini, maka dalam periode tersebut, telah tercetak logam mulia
dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton yang kemudian diedarkan di pasar secara
bersamaan dengan logam mulia produk PT Antam yang resmi," ujarnya.

Kuntadi belum menjelaskan detail berapa kerugian negara dalam kasus ini. Dia
mengatakan kerugian negara dalam kasus ini masih dalam proses perhitungan. Para
tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. "Logam mulia yang
bermerek secara ilegal ini telah menggerus pasar dari logam mulia milik PT Antam
sehingga kerugiannya menjadi berlipat-lipat lagi," ujarnya.
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Catatan:

o Terkait kondisi diatas diatur pada:
a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Rl Nomor 20 tahun
2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1)

2)

3)

Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu,
pidana mati dapat dijatuhkan”; dan

Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal

12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

1)

Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara
yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran
dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.
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c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pengelolaan Kekayaan Daerah:

1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa  Jenis kekayaan Desa terdiri atas:

a.

@ =~ ® oo o

tanah Kas Desa;

pasar Desa;

pasar Hewan;

tambatan Perahu;

bangunan Desa;

pelelangan lkan yang dikelola oleh Desa dan;
lain-lain kekayaan milik Desa.”

2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a.
b.

g.
h.

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;

barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak
ketiga.

barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan
lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.

hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daera/l;
hibah  dari  Pemerintah, = Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah
Kabupaten/Kota;

hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan

hasil kerjasama desa.”

3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi
milik desa.
(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”
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